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z BAB 1

;-1 PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah
Dalam upaya untuk membiayai pembangunan, pemerintah telah bertekad

S{};cara perlahan melepaskan ketergantungan dari luar negeri dan beralih kepada
Remampuan bangsa sendiri yakni melalui peningkatan penerimaan negara dari
§ktor pajak. Pajak memiliki peranan yang sangat penting bagi negara, bahkan

ﬁéjak menjadi kunci keberhasilan pembangunan di masa yang akan datang.

:, Pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri yang terbesar yang
ciigunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Hal ini
tértuang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana
b;énerimaan utamanya berasal dari pajak. Semakin besarnya pengeluaran
pemerintah dalam rangka pembiayaan negara menuntut peningkatan penerimaan
%egara. Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak sebagai instansi pemerintahan di bawah
Bepartemen Keuangan sebagai pengelola sistem perpajakan di Indonesia berusaha
%eningkatkan penerimaan pajak dengan mereformasi pelaksanaan sistem
‘perpajakan yang lebih modern.

Perusahaan merupakan salah satu subjek pajak penghasilan,yaitu subjek
Pajak badan. Penjelasan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 2 ayat (1)

Auruf b menjelaskan bahwa subjek pajak badan adalah Sekumpulan orang

Eln/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun

a3ln ue
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yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan
kbmanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik
(iaerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,
bersekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik,
atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak

vestasi kolektif dan bentuk usaha tetap lainnya.

(v}

Perusahaan ketika menerima atau memperoleh penghasilan akan merubah
s}atus perpajakannya menjadi wajib pajak dan akan dikenai pajak penghasilan.
Ii?fenjelasan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 1 menjelaskan bahwa Pajak
penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau
diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh
benghasilan, dalam undang-undang disebut wajib pajak. Wajib pajak akan
aikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu
tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian
tahun pajak, apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam
1Efzrahun pajak.

: Perusahaan dalam penghitungan pajaknya menggunakan dasar penghasilan
kena pajak dan tarif yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun
2008. Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 6 ayat (1) menjelaskan bahwa
penghasilan kena pajak ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi

dengan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Secara

wmum, tarif pajak dinyatakan dalam bentuk prosentase (Supramono, 2010). Tarif
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pajak badan yang berlaku di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 36
Q

=)
Tahun 2008 pasal 17 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (2) huruf a, huruf b, dan pasal

—
T
~

Pemerintah dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 memberikan

silitas perpajakan kepada perseroan terbuka berupa pengurangan tarif sebesar

Wsu) ITHN 191 AT el

%. Dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 17 ayat (2b) dan Peraturan

merintah No. 81 Tahun 2007 pasal 2 menjelaskan syarat untuk mendapatkan

sjg N

ilitas pengurangan tarif pajak adalah:
1. Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka
dapat memperoleh penurunan tarif Pajak Penghasilan sebesar 5%
(lima persen) lebih rendah dari tarif tertinggi Pajak Penghasilan Wajib
Pajak Badan Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat

(1) huruf b Undang-Undang.

(319 ueny] YImy exizewiou] ueg‘s!u

2. Penurunan Tarif Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diberikan kepada Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang
berbentuk Perseroan Terbuka apabila jumlah kepemilikan saham
publiknya 40% (empat puluh persen) atau lebih dari keseluruhan
saham yang disetor dan saham tersebut dimiliki paling sedikit oleh
300 (tiga ratus) Pihak

3. Masing-masing Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya
boleh memiliki saham kurang dari 5% (lima persen) dari keseluruhan

saham yang disetor.

31D uepy YIM)| eyj3eusioju] uep sjusig 3NIsu|
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T 4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus
dipenuhi oleh Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang berbentuk

= Perseroan Terbuka dalam waktu paling singkat 6 (enam) bulan dalam
jangka waktu 1 (satu) tahun pajak.

Dengan adanya peraturan tentang fasilitas pengurangan tarif pajak akan
@enimbulkan adanya perbedaan dalam pajak yang akan dibayarkan oleh
p?rusahaan. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut apakah fasilitas penurunan
tarif pajak dapat berpengaruh terhadap manajemen pajak perusahaan dengan
fﬁelihat pajak yang riil dibayarkan oleh perusahaan.

: Perusahaan dapat melakukan manajemen pajak yang tujuannya untuk
ﬁéenekan serendah mungkin kewajiban pajaknya. Mangoting dalam Pratiwi (2013)
henyatakan bahwa manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban
berpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah
mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan manajemen.

= Manajemen pajak harus dilakukan dengan baik agar tidak menjurus
gepada pelanggaran norma perpajakan atau penghindaran pajak. Perusahaan juga
harus dapat memanfaatkan celah-celah yang ada dalam peraturan perpajakan,
ﬁndakan ini sering juga disebut tindakan agresif dalam perpajakan. Definisi
findakan pajak agresif oleh Frank, Lynch dan Rego dalam Fatharani (2012) adalah
tindakan yang dirancang atau dimanipulasi untuk mengurangi laba fiskal melalui

perencanaan pajak (tax planning) yang tepat, yang dapat diklasifikasikan atau

Hdak diklasifikasikan sebagai tax evasion. Hasil dari manajemen pajak adalah
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anIah pajak yang riil yang dibayarkan oleh perusahaan yang tercantum pada
laporan laba rugi perusahaan.

: Ada beberapa cara supaya suatu perusahaan dapat memaksimalkan
fhanajemen pajaknya, vyaitu dengan cara memaksimalkan tax incentive.
Memanfaatkan ukuran perusahaan dapat menjadi salah satu cara untuk
mendapatkan insentif pajak. Nicodeme (2007) berpendapat bahwa perusahaan
b;erskala kecil tidak dapat optimal dalam manajemen pajak dikarenakan
kekurangan ahli dalam perpajakan. Ketika kegiatan manajemen pajak perusahaan
t;:fdak optimal akan menyebabkan hilangnya kesempatan perusahaan untuk
mendapat tax incentive yang dapat mengurangi pajak yang dibebankan kepada
ﬁerusahaan.

Ada beberapa cara supaya suatu perusahaan dapat memaksimalkan
hanajemen pajaknya, yaitu perusahaan dapat menekan tingkat profitabilitas.
F;erusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi akan dikenai pajak
yang tinggi. Pada Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 1 dijelaskan bahwa
éenghasilan yang diterima oleh subjek pajak (perusahaan) akan dikenai pajak
Eenghasilan, sehingga semakin besar penghasilan yang diterima oleh perusahaan
%kan menyebabkan semakin besar pajak penghasilan yang dikenakan kepada
berusahaan.

Besarnya profitabilitas perusahaan juga dapat mengurangi beban pajak

perusahaan. Penyebabnya adalah karena perusahaan yang memiliki pendapatan

iinggi cenderung menghadapi beban pajak yang rendah. Rendahnya beban pajak
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p;efusahaan dikarenakan perusahaan dengan pendapatan yang tinggi berhasil
memanfaatkan keuntungan dari adanya insentif pajak dan pengurang pajak yang
Ij:alin yang dapat menyebabkan tarif pajak efektif perusahaan lebih rendah dari yang
ééharusnya (Noor et al., 2010). Dengan adanya perbedaan antara teori dan hasil
penelitian yang ada, maka diperlukan penelitian untuk mengatasi permasalahan

19 IN[SL

Hutang dapat menyebabkan penurunan pajak dikarenakan adanya biaya
téunga yang timbul dari hutang yang dimiliki oleh perusahaan dapat digunakan
S:Tabagai pengurang penghasilan. Prabowo (2006) menjelaskan bahwa bunga
pinjaman baik yang dibayar maupun yang belum dibayar pada saat jatuh tempo
zidalah biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan. Dengan adanya bunga
E}utang perusahaan akan lebih memilih menggunakan hutang dalam pembiayaan.

| Intensitas aset tetap sering dikaitkan dengan seberapa besar aktiva tetap
dan persediaan yang dimiliki perusahaan. Rodiguez dan Arias (2012)
anenyebutkan bahwa aktiva tetap yang dimiliki perusahaan memungkinkan
éerusahaan untuk memotong pajak akibat depresiasi dari aktiva tetap setiap
Eihunnya. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat aktiva tetap
;yang tinggi memiliki beban pajak yang lebih rendah dibandingkan perusahaan
yang mempunyai aktiva tetap yang rendah.

UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa

komisaris independen diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang

iidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota Direksi atau anggota
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Dewan Komisaris lainnya. Persyaratan mengenai komisaris independen yang
Q
=

harus ada dalam jajaran dewan komisaris menunjukkan bahwa peranan dari

}

Q
komisaris independen sangat penting bagi perusahaan. Komisaris independen

=

menjadi penengah antara manajemen perusahaan dan pemiliki perusahaan dalam
A

rﬁengambil kebijakan agar tidak melanggar hukum termasuk penentuan strategi
5

f{nang terkait dengan pajak.

c

= Banyaknya perusahaan yang ingin menekan kewajiban perpajakannya
=2

r:qenyebabkan adanya perbedaan antara perhitungan beban pajak yang ditetapkan
=

(oﬁngan tarif pada undang-undang dan yang dilaporkan dalam laporan keuangan
Eerusahaan. Beberapa faktor yang dapat dimaksimalkan oleh perusahaan untuk
=

I;;egiatan effective tax rate antara lain ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage,
igtensitas aset tetap dan komisaris independen

2

Q

o

B. ldentifikasi Masalah

.Dari faktor-fakktor yang dapat digunakan untuk memaksimalkan Kkinerja

HIsu|

anajemen pajak perusahaan, maka rumusan masalah yang diungkap dalam
nelitian ini adalah:
1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap effective tax rate ?
2. Apakah tingkat leverage perusahaan berpengaruh terhadap effective tax
rate ?
3. Apakah profitabilitas perusahaan berpengaruh terhadap effective tax

rate ?

319 uep) YIM) e)j3ew.oju] uep sjusig in
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. Apakah intensitas aset tetap perusahaan berpengaruh terhadap effective

tax rate?

. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap effective tax rate ?

. Apakah ukuran perusahaan, tingkat leverage perusahaan, profitabilitas

perusahaan, intensitas aset tetap dan komisaris independen

berpengaruh secara bersama-sama terhadap effective tax rate ?

Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis membatasi
entifikasi pokok-pokok permasalahan sebagai berikut:
1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap effective tax rate ?

2. Apakah tingkat leverage perusahaan berpengaruh terhadap effective tax

rate ?

. Apakah profitabilitas perusahaan berpengaruh terhadap effective tax

rate ?

. Apakah intensitas aset tetap perusahaan berpengaruh terhadap effective

tax rate?

. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap effective tax rate ?
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1.

. Batasan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis terdiri dari:

Laporan Keuangan Perusahaan real estate/property yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014.

Variabel yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi ukuran
perusahaan, leverage, profitabilitas, intensitas aset tetap, komisaris
independen.

Perusahaan real estate/property yang mendapatkan laba.

Menggunakan mata uang rupiah dalam pelaporannya.

Rumusan Masalah

Masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah tentang faktor-faktor yang

empengaruhi effective tax rate.

(8 ueny YimfTlexneuwsiogu] uep siusig IN3Isul) DX 191 11w eidid se
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Sesuai

1.

Tujuan Penelitian

dengan rumusan masalah yang telah dijelaskan pada bagian

belumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

Untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap effective
tax rate.
Untuk menganalisis pengaruh leverage. terhadap effective tax rate.

Untuk menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap effective tax rate.
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4. Untuk menganalisis pengaruh intensitas aset tetap terhadap effective
tax rate.
5. Untuk menganalisis pengaruh komisaris independen terhadap effective

tax rate.

. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat

bagai berikut:

1. Bagi pembuat kebijakan perpajakan agar dapat lebih memperhatikan
hal-hal yang bisa digunakan oleh perusahaan dalam rangka manajemen
pajak yang dapat mengurangi pendapatan negara dari sektor pajak,

2. Bagi perusahaan agar dapat lebih berhati-hati dalam melakukan

manajemen pajak agar tidak digolongkan dalam penyelundupan pajak.

(319 uery Y1my| exnew.ogu uegg siusig IN3Psul) DX 191 1w eadid siey

3. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi

literatur dan dapat membantu bagi penelitian yang berhubungan dengan

faktor yang mempengaruhi efektifitas manajemen pajak.
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